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ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan industri makanan halal
Indonesia dan Malaysia. Industri makanan halal di kedua negara akan dibandingkan menggunakan
tiga indikator yaitu sertifikasi halal, regulasi halal, serta strategi nation branding. Ketiga indikator ini
akan di analisa menggunakan konsep good governance dan nation branding. Hasilnya, dalam sertifikasi
halal, Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Dalam hal regulasi halal,
Malaysia memiliki regulasi yang sudah jelas sehingga memudahkan pihak luar yang ingin
mendaftarkan kehalalalan produk mereka. Sementara itu, regulasi halal Indonesia masih kurang
jelas. Dalam hal nation branding, Malaysia sudah mulai mengukuhkan posisinya di kancah dunia
melalui branding ‘global halal hub’. Sementara Indonesia juga ingin mengikuti langkah branding yang
sama. Indonesia dan Malaysia sama - sama negara mayoritas muslim. Dan ada indikasi justru hal ini
malah memperlambat pertumbuhan industri halal.
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A. PENDAHULUAN

Industri halal saat ini menjadi isu penting dalam ekonomi internasional. Hal ini dapat
dilihat dari terus tumbuhnya valuasi industri ini. Menurut Fathoni (2020), tingkat
pertumbuhan per tahun atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) industri halal akan
meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 - 2024. Pengeluaran konsumen
disinyalir mampu menyentuh angka USD 2,2 triliun.

Halal sendiri memiliki banyak arti. Di dalam bahasa Arab, halal memiliki makna
apapun yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah
halal merujuk pada makanan yang diizinkan berdasarkan hukum islam (Ayyub et al., 2013).
Selain itu, banyak orang menganggap halal merupakan hukum agama yang memiliki sifat
mengikat karena aturannya tertuang jelas dalam Al - Quran.

Indonesia, terlepas menjadi negara muslim terbesar dunia, ekspor makanan halal masih
belum memuaskan. Dengan produksi makanan halal per tahun $8,6 miliar, Indonesia memang
menjadi sembilan besar eksportir ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Tapi
jumlah ini masih mewakili 3% dari total ekspor yang ada di tahun 2020 (Winosa, 2021).
Kecilnya angka ekspor makanan halal Indonesia juga menunjukkan belum bergairahnya
industri halal dalam negeri. Hal ini karena menurut Fathoni dan Syahputri (2020), makanan
halal merupakan salah satu sektor paling berpotensi dalam industri halal Indonesia bersama
dengan sektor keuangan syariah, wisata halal, dan busana muslim.

Jika dibandingkan dengan Malaysia pun industri makanan halal Indonesia masih
terbilang lesu. Secara valuasi, industri makanan halal Indonesia memang masih lebih tinggi
dibanding Malaysia yakni menyentuh angka 119 triliun rupiah di tahun 2022 (Putra, 2022).
Sedangkan di tahun yang sama, ekspor makanan halal Malaysia kurang lebih mencapai 114,5
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triliun rupiah (Agencies, 2022). Namun angka ini tidak menjadi prestasi jika mengingat
populasi muslim Indonesia yang bisa mencapai 10x populasi muslim Malaysia (Rizaty, 2023)
(Malaysia - United States Department of State, 2023). Padahal Malaysia bisa dibilang
merupakan perbandingan yang seimbang untuk Indonesia. Kedua negara ini sama - sama
negara berkembang, mayoritas muslim, dan bahkan negara serumpun.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah kondisi Indonesia sebagai negara
muslim terbesar tetapi masih belum memegang peran kunci dalam industri makanan halal
dunia. Bahkan ekspor makanan Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Padahal Malaysia
sendiri bisa dikatakan perbandingan yang pas untuk Indonesia karena memiliki banyak
kesamaan baik dalam ekonomi, tingkat kesejahteraan, hingga populasi muslim yang
merupakan mayoritas.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian yang diusung oleh peneliti adalah:
‘Mengapa industri makanan halal Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia?’
Pertanyaan penelitian di atas akan dicari jawabannya menggunakan konsep good governance
dan nation branding. Industri makanan halal di kedua negara akan dianalisis menggunakan dua
konsep ini. Good governance sederhananya dapat diartikan sebagai manajemen atau
pengelolaan pemerintah yang baik. Sedangkan nation branding adalah bagaimana negara ingin
dilihat oleh negara atau orang lain.

Bila dilihat dari segi orisinalitasnya, karya ini merupakan yang pertama dalam
membandingkan industri makanan halal Indonesia dan Malaysia. Kebanyakan karya ilmiah
yang ada hanya membahas industri makanan halal di salah satu negara. Bahkan jika mencari
literatur nasional, karya ilmiah yang membahas industri makanan halal saja masih sedikit.
Jurnal ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data
sekunder. Objek penelitian adalah industri makanan halal di Indonesia dan Malaysia.
Kemudian untuk metode keabsahan data, jurnal ini menggunakan metode triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Halal, Sertifikasi, dan Industrinya

Halal merupakan istilah Arab yang berarti ‘diperbolehkan’. Menurut Nawawi dkk.
(2019), istilah ini umumnya dikaitkan dengan komunitas Muslim. Sumber yang sama
menyebutkan bahwa halal secara umum merujuk pada makanan dan juga produk lain yang
diproduksi sesuai aturan Islam dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Produk halal
bukan hanya terpaku pada makanan saja tapi juga kosmetik, obat-obatan, dan lainnya.
Konsumsi halal telah menjadi isu penting dikalangan masyarakat dengan agama beragam
seperti Malaysia, Inggris, hingga beberapa negara Eropa lainnya.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, halal dalam perspektif umum merujuk
pada produk konsumsi. Seorang muslim akan memperhatikan kehalalan makanan yang
mereka konsumsi sehari hari. Selain makanan, muslim juga akan memperhatikan status halal
produk obatobatan hingga suplemen kecantikan yang dikonsumsi.

Namun, halal sejatinya bukan hanya terpaku pada produk konsumsi, tetapi merupakan
gaya hidup (halal lifestyle). Oleh karena itu tidak jarang dimasa sekarang kita mendengarkan
istilah seperti wisata halal ataupun perbankan syariah. Sejatinya dua sektor ini merupakan
bagian dari apa yang disebut ‘Ekonomi Islam’.
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Dalam hal beragama, tentu terdapat perbedaan dalam menjalankan hukum -
hukumnya. Meski demikian, secara umum Muslim menganggap bahwa gaya hidup halal
merupakan hal yang penting dalam hidup mereka. Hal inilah yang kemudian menurut Dinar
Standard (2020) melahirkan potensi triliunan dollar dalam ekonomi Islam. Menurut GIEL yang
juga dikeluarkan oleh Dinar Standard, terdapat enam sektor ekonomi Islam yaitu i) makanan
halal, ii) keuangan syariah, iii) wisata ramah muslim, iv) busana muslim, v) obat-obatan dan
kosmetik, dan terakhir vi) media dan rekreasi.

Diantara enam sektor industri halal yang sudah disebutkan sebelumnya, makanan halal
adalah sektor yang sangat menjanjikan. Hal ini utamanya disebabkan karena angka
pertumbuhan per tahun yang tinggi karena besarnya demand. Apalagi seperti yang sudah
disinggung sebelumnya, popularitas produk halal semakin meningkat baik di negara
mayoritas maupun minoritas muslim.

Popularitas produk halal terutama makanan didorong oleh esensi produk halal itu
sendiri. Produk halal dapat diartikan sebagai produk yang dijamin kualitasnya. Hal ini karena
Islam memiliki konsep halalan toyyiban yang memiliki arti diperbolehkan dan baik. Dengan
membeli produk halal, maka konsumen mendapat jaminan keamanan makanan dan higienitas
(Halal Food Market 2023-28: Size, Share and Industry Trends, 2022). Hal ini menjadi salah satu
faktor utama meningkatnya popularitas produk halal.

Sektor makanan halal sebagai salah satu sektor utama memiliki pangsa pasar dan
pertumbuhan yang tinggi. Pasar makanan global menyentuh angka USD 2.221,3 miliar di
tahun 2022 (Halal Food Market 2023-28: Size, Share and Industry Trends, 2022). Sumber lain
memiliki data yang berbeda terkait valuasi industri makanan halal global. The Business
Research Company mengeluarkan Halal Food Global Market Report 2023 dan menyebutkan
bahwa valuasi sektor makanan halal adalah USD 1.300,75 miliar. Meski demikian, kedua data
ini memiliki kesamaan jika menyangkut tingkat pertumbuhannya. Kedua data ini menyebut
rata-rata pertumbuhan per tahun industri makanan halal dunia di tahun mendatang akan
melebihi 10%.

Industri Makanan Halal Indonesia

Isu halal baru mulai diperhatikan di Indonesia di beberapa dekade belakangan ini.
Menurut Yakub dan Zein (2022), isu halal mulai mendapat perhatian publik tahun 1988 ketika
di pasaran banyak ditemui makanan yang mengandung babi. Dimulai sejak penelitian yang
dilakukan di Universitas Brawijaya Malang yang menemukan kandungan babi, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) memulai inisiatif penerapan sertifikasi halal pada makanan, minuman,
kosmetik, dan obat - obatan. Atas dasar isu inilah MUI kemudian melakukan kerjasama
dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat -
obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Lembaga ini terdiri dari ilmuan dalam bidang teknologi
pangan, kimia, biologi, dan lainnya yang kemudian mendapat tugas untuk melakukan
penelitian, inspeksi, hingga audit produk untuk menentukan kehalalannya. Sertifikasi halal
disini berbentuk fatwa tertulis MUI yang menyatakan jaminan halal dari suatu produk.

Saat ini, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan populasi
muslim sebesar 86,7%, Indonesia memang bukan negara dengan persentase muslim terbesar
(Putri, 2023). Namun, dengan total 231 juta penduduk muslim, maka saat ini Indonesia adalah
negara dengan penduduk muslim paling banyak. Sayangnya, ekspor makanan halal Indonesia
tidak sebesar populasi muslimnya.
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Dengan peluang pasar yang sedemikian besar, Indonesia merupakan negara tempat
investasi halal yang menarik bagi banyak negara di dunia. Terdapat indeks untuk mengukur
hal ini. Dinard Standard telah mengeluarkan laporan tahunan sejak 2013 yang bernama State
of the Global Islamic Economy Report. Di dalamnya, terdapat Global Islamic Economy Indicator
(GIEI). GIEI dapat memberikan gambaran komprehensif negara yang saat ini memiliki posisi
bagus dalam menaklukkan peluang triliunan dolar ekonomi halal.

Tujuan dari GIEI adalah sebagai tolak ukur dalam hal ekosistem halal nasional. Utamanya
mengukur ekosistem halal yang bagus untuk mendukung pengembangan bisnis ekonomi
Islam (Dinar Standard, 2020). GIEI adalah indeks yang mengukur pembangunan menyeluruh
dari sektor ekonomi Islam. Cara pengukurannya dengan menilai performa bagian - bagian
terkait ekonomi Islam yang sejalan dengan kewajiban sosialnya. GIEI terdiri dari 49 matriks
yang disusun menjadi empat komponen dari tiap sektor ekonomi Islam (keuangan syariah,
makanan halal, pariwisata halal, pakaian, media/rekreasi, dan kosmetik/obat halal).

Dalam skor GIEI tahun 2020/2021 Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam
pengembangan industri halal, termasuk juga sektor makanan di dalamnya. Dengan peringkat
empat global baik secara keseluruhan atau dalam sektor makanan, artinya ekosistem nasional
Indonesia cukup bersaing. Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam industri halal
global terutama di sektor makanan.

Industri Makanan Halal Malaysia

Sementara itu, perjalanan industri halal Malaysia sudah dimulai lebih dulu jika
dibandingkan Indonesia. Sertifikasi halal pertama kali diperkenalkan sudah hampir 50 tahun
yang lalu. Dan setelahnya, Malaysia terus melakukan perbaikan dengan standardisasi halal
mereka melalui Halal Assurance System. Dukungan pemerintah juga tinggi. Ini ditandai dengan
didirikannya badan-badan negara guna mendukung terciptanya ekosistem halal yang sehat.
Contoh badan negara tersebut adalah Halal Development Center.

Saat ini, Malaysia merupakan negara berkembang yang memiliki penduduk mayoritas
muslim. Pada 2021, GDP per kapita Malaysia mencapai USD 11,109 atau USD 372.98 miliar
secara keseluruhan (Economics in Malaysia Compared to the EU, n.d.). Angka ini menjadikan
Malaysia memiliki peringkat 39 dalam ekonomi utama dunia. Sementara itu, menurut US
Department of State (2022), total penduduk Malaysia adalah 33.9 miliar (pertengahan 2022)
dengan 63.5% menganut agama Islam. Populasi muslim di Malaysia memang kecil apalagi
kalau dibanding Indonesia. Meski demikian, angka ekspor halal Malaysia tidak tertinggal jauh
dengan Indonesia.

Industri Makanan Halal Indonesia dan Malaysia

Sub-bab ini akan membandingkan industri makanan halal Indonesia dan Malaysia.
Indikator yang digunakan untuk membandingkan dua negara ini adalah sertifikasi halal,
regulasi halal, dan strategi nation branding. Bagian ini akan mengeksplorasi industri makanan
halal di kedua negara terkait ketiga indikator tadi.

a. Sertifikasi Halal
Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat vital dalam ekonomi Islam. Dari sisi
religius, sertifikasi halal dapat dibilang merupakan bentuk kepatuhan terhadap agama bagi
kalangan Muslim. Sedangkan hal ini sangat berimbas dalam minat beli konsumen terhadap
makanan halal (Hasan et al.,, 2020) (Arsil et al., 2018). Diluar sisi agama, sertifikasi halal
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memiliki fungsi sama dengan sertifikasi produk lainnya yakni sebagai jaminan bahwa produk
merupakan barang yang berkualitas dan aman.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, sertifikasi halal mulanya dilakukan oleh MUL
Dimulai sejak maraknya kasus babi pada 1988 yang menemukan kandungan babi pada
makanan, MUI kemudian mendirikan LPPOM untuk menerbitkan sertifikasi halal (Yakub &
Zein, 2022). Pada masa ini, sertifikasi halal belum bersifat wajib.

Sertifikasi halal Indonesia yang dijalankan oleh LPPOM MUI dari tahun ke tahun terus
mengalami perbaikan. Sistem maupun pengelolaan memenuhi standar institusi dan bahkan
mampu memenuhi standar internasional. Menurut Yakub & Zein (2022), sertifikasi halal MUI
diakui di 60 negara dan bahkan dijadikan rujukan oleh beberapa model sertifikasi halal dunia.
Sertifikasi halal di masa LPPOM MUI berarti sertifikasi dilakukan oleh Non-Governmental
Organization (NGO). Baru ketika dikeluarkannya UU JPH No. 33 tahun 2014, kewenangan
sertifikasi halal dialihkan dari NGO ke badan pemerintah yakni BPJPH. Semenjak keluarnya
UU ini, maka sertifikasi halal menjadi wajib.

Sementara itu, Malaysia adalah negara yang mengklaim menjadi pusat halal dunia.
Regulasi terkait halal di Malaysia baik untuk produk lokal maupun impor sebetulnya sudah
berlaku sejak awal 1970- an (Yakub & Zein, 2022). Ketika itu, terdapat permintaan masyarakat
muslim sana yang menginginkan jaminan halal terhadap makanan minuman di toko, restoran,
hingga produk luar negeri yang ada di Malaysia. Atas alasan inilah, Parlemen Malaysia pada
tahun 1972 mengeluarkan aturan halal melalui hukum yang bernama Deed 87 /1972.

Di Malaysia, institusi yang setara dengan BPJPH disebut JAKIM. Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM) merupakan institusi sah untuk menerbitkan sertifikasi halal di
Malaysia. JAKIM sendiri didirikan oleh negara dan diinisiasi oleh kerajaan untuk mengurusi
sertifikasi halal di Malaysia (Ridwan, 2020). JAKIM dapat menerbitkan sertifikasi halal untuk
produk dalam maupun luar negeri. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Negeri/Majlis Agama
Islam Negeri JAIN/MAIN hanya dapat menerbitkan sertifikasi halal untuk produk lokal saja.
Bila dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia tidak memiliki hukum khusus terkait produk
halal. Namun, terdapat 13 pasal/ketentuan yang mendukung sertifikasi halal dan juga 9
standar mengenai sertifikasi halal (Ridwan, 2020). Salah satu contohnya adalah ketentuan
tentang penyembelihan hewan. Berdasarkan ketentuan - ketentuan ini, memang tidak ada
hukum eksplisit seperti di Indonesia terkait hukum halal. Namun, semua aturan tersebut
mendorong pertumbuhan industri halal Malaysia. Apalagi aturan tersebut juga diikuti oleh
standar yang jelas untuk mengeksekusi ketentuan mengenai halal.

Kesamaan yang terlihat jelas dari sistem sertifikasi halal di kedua negara ini adalah
badan sertifikasi dikelola oleh negara. BPJPH yang berada di bawah Kementerian Agama jelas
merupakan badan pemerintah. Sedangkan JAKIM yang bertanggung jawab kepada perdana
menteri juga berarti merupakan badan negara. Sesuai posisi JAKIM dan penjabaran
sebelumnya, dapat dikatakan bahwa di Malaysia isu halal sepenuhnya merupakan
kewenangan negara (Yakub & Zein, 2022). Yakub & Zein (2022) juga menyebutkan bahwa hal
tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan jaminan sekaligus kepercayaan diri
bahwa produk halal telah dijamin oleh negara. Hal ini penting karena sertifikasi halal bukan
hanya isu religius, melainkan juga ekonomi, sosial, dan politis.

Sertifikasi halal yang dilakukan langsung oleh pemerintah memiliki beberapa
keuntungan tersendiri dibanding dilakukan oleh NGO. Menurut Yakub & Zein (2022), manfaat
tersebut antara lain adalah: 1) memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat, dan 2) kekuasaan
dan dukungan untuk mengakses jaringan nasional maupun internasional. Namun, terdapat
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juga kelemahan badan negara. Menurut Yakub & Zein (2022), badan negara memiliki
hambatan dalam birokrasi dan aturan. Selain itu terdapat keterbatasan SDM karena
manajemen yang dilakukan oleh aparatur sipil. Keberhasilan badan negara sangat ditentukan
oleh pengelolaan pemerintah sedangkan sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan
negara berkembang masih sering korup dan kurang efisien. Di sisi yang lain, menurut Yakub
& Zein (2022), NGO secara umum dipandang lebih profesional dan efisien dalam bekerja.

Tiap negara unik dan perlu mempertimbangkan sistem yang paling sesuai dalam
mengimplementasikan sertifikasi halal. Indonesia tidak cocok menggunakan model yang
secara penuh dikendalikan oleh negara seperti sistem sertifikasi Malaysia. Menariknya,
menurut Yakub & Zein (2022) Indonesia juga tidak cocok menggunakan sistem yang secara
penuh dilimpahkan kepada NGO. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki banyak
perbedaan dengan Malaysia dalam sejarah, budaya, politik, populasi, geografi.

Sistem Indonesia yang memadukan badan negara dengan NGO seperti saat ini dinilai
tepat. Sayangnya, pelaksanaannya kurang maksimal karena fungsi dan peran badan negara
yang terlalu dominan (Yakub & Zein, 2022). Porsi manajemen badan negara dinilai terlalu luas
dan meliputi banyak aspek. Kurangnya partisipasi NGO membuat sertifikasi halal Indonesia
kurang memuaskan. Fungsi negara masih diperlukan tetapi perlu dibatasi hanya pada peran
regulasi dan pengawasan. Negara tidak perlu masuk ke dalam aspek teknis sertifikasi halal.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal subbab, sertifikasi halal sangat penting dalam
perkembangan ekonomi Islam. Salah satu cara menilai performa suatu sertifikasi halal adalah
dengan melihat performa sertifikasi halal tersebut di luar negeri. Performa dapat dilihat dari
seberapa banyak diakui di luar negeri yang sekaligus menandakan kepopulerannya.

Jika membicarakan tentang popularitas, maka sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia
adalah yang terbaik di dunia. Badan halal yang paling terkenal dan telah ada sejak lama adalah
JAKIM Malaysia, LPPOM MUI di Indonesia, dan MUIS di Singapura (Are All Halal Certifiers
Globally Recognized?, 2020). Pengakuan ini disampaikan oleh salah satu badan halal terbesar
Amerika Serikat. Di kalangan akademisi, badan sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia juga
disebut memiliki reputasi global (Bashir et al., 2018). Dengan demikian, popularitas sertifikasi
halal Indonesia dan Malaysia tidak perlu diragukan lagi.

Majunya sertifikasi halal di Indonesia maupun Malaysia menunjukkan kedua negara
memiliki good governance yang baik. Hal ini sesuai dengan skor GIEI kedua negara yang tinggi.
Skor GIEI yang bagus mengindikasikan adanya good governance mengingat governance
merupakan salah satu matriks yang digunakan untuk mengukur indeks tersebut. Matriks
pemerintahan (governance) merupakan matriks yang digunakan untuk mengukur sertifikasi
halal dan hukum syariah.

Konsep good governance juga menjelaskan kondisi sertifikasi halal Indonesia dan
Malaysia saat ini. MUI yang sudah lama berkiprah secara profesional di sertifikasi halal
membuat Indonesia saat ini memiliki sertifikasi halal yang diakui global. Begitu pun dengan
JAKIM Malaysia. Melalui bentuk organisasi yang tepat sesuai kondisi unik di masing - masing
negara, kedua negara mampu menciptakan sertifikasi halal yang memiliki nama di kancah
internasional.

b. Regulasi Halal
Majunya industri halal termasuk di dalamnya sektor makanan halal, tidak dapat
dipisahkan dari regulasi yang berlaku. Regulasi halal turut membentuk ekosistem halal di
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suatu negara. Dan ekonomi Islam hanya akan tumbuh subur di tempat yang memiliki
ekosistem halal mumpuni.

Di mata produsen produk halal, ekosistem halal Malaysia lebih maju dibandingkan
dengan Indonesia. Ini terlihat dari laporan United States Department of Agriculture (USDA).
Tahun 2021, laporan yang dibuat untuk Malaysia menyatakan bahwa terdapat peningkatan
disposable income, sebuah peluang bagi eksportir AS (Ngumbang & Hintz, 2021). Laporan
kemudian dilanjutkan dengan potensi produk untuk ekspor.

Di sisi lainnya, laporan USDA pada tahun yang sama untuk Indonesia memiliki isi yang
cukup kontras. Ketika laporan untuk Malaysia membahas potensi ekspor bagi Amerika
Serikat, laporan untuk Indonesia membahas regulasi yang bermasalah. Laporan tersebut
berfokus kepada regulasi halal di Indonesia mulai dari UU Halal 2014 hingga Fatwa MUI 2013
sekaligus menjelaskan kekurangan regulasi di Indonesia (Mcdonald, 2021). Misalnya, di
laporan tersebut disebutkan bahwa BPJPH kesulitan membuat sistem penerbitan jaminan halal
tanpa meningkatkan risiko keamanan produk dan mengganggu pertumbuhan maupun
investasi.

Regulasi halal Indonesia yang masih terkendala memiliki konsekuensi tersendiri.
Terhambat masuknya bisnis luar negeri merupakan konsekuensi paling jelas. Jika semakin
banyak perusahaan luar negeri masuk, tentu akan menyediakan lapangan pekerjaan,
mengurangi angka pengangguran, hingga pada akhirnya turut mensejahterakan rakyat. Hal
ini juga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Islam.

Malaysia yang memiliki lokasi strategis dan kebijakan yang ramah untuk pertumbuhan
bisnis bisa dibilang lebih diuntungkan. Negara tersebut telah sukses menarik pemain besar
global untuk berinvestasi seperti Coca-Cola, Nestle, Hershey, Tyson Foods dan Paris Baguette
(Amirul, 2023). Dinar Standard (2020), menyebutkan bahwa Malaysia merupakan negara
terbaik sebagai tujuan investasi atau sebagai rekan bisnis. Hal ini juga membuktikan kerja sama
dagang yang kuat dengan sesama negara OKIL

Temuan yang dibahas dalam dua subbab terakhir sesuai dengan konsep good governance.
Governance (terjemahan bebas: pemerintahan) merujuk pada segala proses memerintah,
institusi, proses dan praktik dimana isu dari masalah umum diputuskan dan diatur melalui
hukum. Good governance memberikan atribut normatif dan evaluatif dalam proses
pemerintahan.

Laporan USDA dan skor GIEI sama saja menunjukkan bahwa Malaysia lebih maju
dalam ekosistem halal dibanding Indonesia. Hal ini sama saja dengan menyebutkan bahwa
Malaysia lebih tinggi aspek good governance-nya dibanding Indonesia. Sesuai pembahasan di
paragraf sebelumnya, ekosistem halal Malaysia menunjukkan beberapa hal, utamanya: kerja
sama multi aktor, transparansi dan proses institusi yang bertanggung jawab, juga sektor publik
yang efektif dan efisien.

Selain dari USDA, keunggulan good governance Malaysia juga diakui oleh Dinar
Standard. Dinar Standard adalah firma eksekusi manajemen sekaligus peneliti strategi
perkembangan bisnis yang berfokus pada industri halal (DinarStandard, n.d.). Dalam laporan
tahunannya, disebutkan bahwa kredensi pemerintah (government credentials) yang tinggi
membuat Malaysia memiliki potensi industri halal yang tinggi (Dinar Standard, 2020). Tinggi
potensinya bahkan bisa melebihi negara lain yang memiliki angka ekspor lebih tinggi.

Berbeda dengan sertifikasi halal, konsep good governance menunjukkan bahwa dalam
regulasi halal, Malaysia jauh mengungguli Indonesia. Regulasi halal yang jelas di Malaysia
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telah terbukti mendorong majunya industri halal. Sedangkan regulasi halal di Indonesia masih
kurang jelas dan seringkali hal ini merugikan bagi pelaku usaha.

c. Strategi Nation Branding

Branding sudah terkenal luas sebagai salah satu upaya untuk memajukan ekonomi.
Dalam ranah bisnis, produk yang memiliki brand akan memiliki konsumen yang lebih loyal
dibanding produk tanpa brand atau yang kurang berhasil membangun brand (Zulkifli, 2022).
Reibstein dan Bedi (2018) menyebutkan bahwa nation branding yang positif menarik uang dan
membawa pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga berlaku dalam branding halal negara.

Sejarah perjalanan halal juga berpengaruh pada kematangan branding. Dengan
demikian, tidak heran jika Malaysia sudah punya gambaran sejak jauh - jauh hari mau dibawa
kemana industri halal mereka. Ini terlihat dari branding industri halal yang coba mereka
terapkan.

Malaysia sudah memiliki gambaran branding sejak lama apalagi jika dibandingkan
dengan Indonesia. Setidaknya sejak 2009, Malaysia memiliki keinginan untuk menjadi pusat
industri halal dunia melalui branding ‘global halal hub” (Muhammad et al., 2009). Sedangkan
Indonesia baru mulai membangun branding nasional terkait industri halal di beberapa tahun
belakangan ini.

Global halal hub sendiri bisa diartikan sebagai pusat aktivitas halal. Ketika suatu negara
mendeklarasikan keinginan menjadi global halal hub, maka yang muncul dalam benak lazimnya
adalah negara yang memiliki aktivitas halal tinggi. Baik menjadi tempat transit barang impor
dari negara lain ke negara lainnya, menjadi negara tujuan ekspor (pengimpor), atau bahkan
menjadi negara pengekspor produk halal. Sederhananya, menjadi global halal hub berarti
menjadi negara pusat aktivitas halal dunia.

Idealnya, branding yang bagus adalah yang spesifik. Contoh branding yang bagus
adalah Thailand dengan slogan “Kitchen of the World” (Saad, 2018) (Ariff, 2018). Branding
Thailand tersebut bagus karena sesuai dengan realita saat ini dan juga memuat visi masa depan
yang positif. Dengan mengusung branding ‘menjadikan Malaysia global halal hub’, Malaysia
sudah bisa dibilang melakukan langkah yang tepat.

Ada banyak alasan kenapa branding global halal hub sesuai dan brilian untuk Malaysia.
Alasan pertama karena Malaysia termasuk eksportir makanan halal penting dunia. Dilansir
dari Euromeat (n.d.), berdasarkan laporan Salaam Gateway, Malaysia menjadi importir
terbesar kedua dunia. Data ini saja sudah bisa menggambarkan tingginya aktivitas
perdagangan produk halal Malaysia. Dengan demikian, Malaysia sudah menjadi pusat
industri halal dunia dari sisi impor.

Kedua, angka ekspor Malaysia juga berpengaruh dalam aktivitas halal di negara
tersebut. Secara angka, ekspor halal Malaysia memang masih kecil. Zaidi, CEO International
Halal Center menyampaikan bahwa 10 besar eksportir dunia merupakan negara non muslim
dengan pangsa pasar mencapai 85% (Euromeat, 2017). Negara - negara ini antara lain India,
Brazil, Australia, Amerika Serikat, Argentina, Selandia Baru, Perancis, Thailand, Filipina, dan
Singapura. Sumber yang sama menyebutkan; dari total market share, negara Muslim memang
hanya menguasai 15%, namun Indonesia dan Malaysia merupakan produsen penting diantara
negara muslim ini.

Ketiga, posisi strategis Malaysia turut memberi andil dalam branding negara ini. Dengan
posisi strategis yang cocok untuk transportasi laut perdagangan dunia, Malaysia memiliki
keunggulan tersendiri untuk menjadi tempat transit. Apabila berhasil membuat ekosistem
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yang menarik untuk pelaku perdagangan internasional, maka faktor geografis ini mampu
berperan besar dalam menjadikan Malaysia sebagai global halal hub.

Secara kualitas, branding ini sebetulnya bisa dikatakan brilian. Hal ini karena branding
ini sesuai dengan kondisi Malaysia saat ini. Seperti penjabaran branding negara dalam lembar-
lembar sebelumnya, syarat utama kesuksesan branding adalah kesesuaian ‘janji" dengan ‘bukti’.
Dan melalui branding global halal hub, Malaysia telah mengantongi syarat utama ini.

Tahun 2019, Indonesia jelas terlihat ketertinggalannya dalam hal branding halal
dibanding Malaysia. Dalam strategi halal terbaru, Malaysia menjadi benchmarking strategi halal
Indonesia bersama Thailand dan Jepang (KNEKS, n.d.). Maka tak heran jika menurut Fardah
(2023) strategi Indonesia saat ini juga ingin menjadi global halal hub.

D. KESIMPULAN

Industri halal semakin menjadi isu penting dalam hubungan internasional. Hal ini
terjadi mengingat makin besarnya populasi muslim dunia yang menciptakan demand terhadap
produk - produk halal, terutama makanan. Demand makanan halal ini lantas menjadi isu bukan
hanya negara muslim tetapi juga negara non muslim, terbukti dari pemain utama industri
makanan halal dunia yang justru didominasi oleh negara non muslim.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia seharusnya memiliki posisi penting
dalam industri makanan halal global. Namun ternyata performa industri halal tanah air
bahkan masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia. Ini cukup memprihatinkan
karena jika dibandingkan Malaysia, Indonesia memiliki kesamaan yang sangat banyak.

Keunggulan Malaysia dalam industri makanan halal jika dibanding Indonesia terletak
pada manajemen pemerintah yang baik (good governance) dan branding. Dalam hal sertifikasi
halal, kedua negara memang memiliki sertifikasi halal yang terbaik di dunia. Namun, dalam
hal regulasi halal Malaysia memiliki manajemen pemerintah yang lebih baik. Hal ini terlihat
dari matangnya regulasi halal Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia. Imbasnya,
Malaysia dapat menarik investor atau rekan kerja sama dengan lebih mudah.

Dalam hal branding, Malaysia juga mengungguli Indonesia. Dengan menargetkan
menjadi global halal hub, Malaysia sudah melakukan langkah yang tepat karena branding
tersebut sesuai dengan kondisi dan kompetensi Malaysia.

Bahkan, saat ini Indonesia juga mencoba mengikuti strategi Malaysia. Hal ini terbukti
dari Malaysia yang menjadi benchmark pengembangan industri halal tanah air.
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